BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan terkait rumusan masalah, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingginya minat masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan belanja secara online,
dipicu karena berbagai kemudahan transaksi dan promosi yang ditawarkan pelaku usaha
atas produk yang diperdagangkan. Meski demikian, dalam system transaksi elektronik
tersebut masih memiliki beberapa faktor kendala yang menyebabkan kerugian pada

konsumen.

Dari sejumlah masalah yang telah terungkap dalam melakukan transaksi online,
mayoritas permasalahan disebabkan oleh pihak pelaku usaha dan system pada teknologi
informasi yang dipakai oleh pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan
produknya. Namun pada beberapa kasus tertentu, juga didapati masalah kerugian itu

disebabkan oleh konsumen itu sendiri.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah serius antara pelaku usaha dan konsumen akibat
adanya kerugian pada konsumen, pemerintah telah mengeluarkan regulasi aturan dan
membentuk lembaga khusus yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk
mengawasi terjadinya sengketa konsumen, sehingga diharapkan masalah yang
mengakibatkan kerugian pada konsumen dapat diatasi dan kesadaran terhadap hak dan

tanggung jawab pelaku usaha maupun konsumen terus meningkat.

2. Tanggung jawab pelaku usaha e-commerce kepada konsumen yang mengalami kerugian
akibat produk yang tidak sesuai aplikasi, berupa ganti rugi telah jelas diatur dalam
undang undang perlindungan konsumen dan undang undang informasi dan transaksi
elektronik. Konsumen yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum secara litigasi
dengan cara mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha pada transaksi
elektronik juga dapat dituntut tanggung jawabnya lewat prinsip product liability, terkait

dengan kerugian yang menimpa konsumen. Dalam upaya menuntut tanggung jawab
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pelaku usaha lewat prinsip product liability, pihak konsumen memiliki kewajiban berupa
pembuktian yang jelas jika ternyata produk yang diterima dalam transaksi elektronik
tersebut dalam keadaan cacat.
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